
ABSTRAK 

IRFAN 2018. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Illegal 

Logging di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah  (dibimbing oleh 

Abd Kadir Adys dan Muchlas M Tahir). 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pengawasan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan kendala-kendala yang mempengaruhi 

pengawasan Pemerintah Daerah dalam mengatasi illegal logging di Kecamatan 

Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

desripsi kualitatif dengan tipe fenomologi. Tehnik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah wawancara dengan informan enam orang, observasi, 

dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah KPH Karossa sudah sangat baik dalam melakukan pengawasan hutan 

sesui yang tercantum dalam  undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan 

dan peraturan daerah provinsi Sulawesi barat No 4 tahun 2014 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melakukan pengawasan langsung 

dan pengawasan tidak langsung. Yang pertama  Pengawasan langsung  yang 

berupa pemantauan dan pemeriksaan dengan cara melakuka patrol secara rutin 

dilakukan disetiap hutan yang dianggap rawan akan praktek illegal logging. Selain 

itu, pemerintah juga membangun pos-pos penjagaan yang ditempatkan disetiap  

daerah hutan yang disinyalir rawan terjadi illegal logging dan usaha yang kedua 

adalah pengawasan tidak langsung yang berupa laporan lisan dan laporan tertulis 

dengan cara melibatkan masyarakat alam melakukan pengawasan hutan dan 

mewajibkan masyarakat meloporkan ketika terjadi kerusakan hutan akibat illegal 

logging. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terdapat kendala-

kendala yang di hadapi di antaranya kurang mendukunnya  sarana dan prasarana 

dan kurangnya personil polisi kehutanan . 
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